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Abstrak
 

Indonesia merupakan negara kepulauan yg sangat besar. Keadaan ini kemudian membuka peluang tindak

kejahatan terutama yg bersifat lintas negara atau  transnasional. salah satu kejahatan yg mungkin timbula

adalah penyelundupan manusia yaitu kejahatan mengatur atau mengupayakan dalam rangka mendapatkan,

baik secara langsung keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya dari masuknya seseorang secara

ilegal ke sebuah negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara atau orang memiliki izin tinggal tetap.

Beberapa tahun terakhir ini dengan situasi politik dunia yg tdk menentu, terdapat beberapa negara yg

mengalami konflik yg membuat masyarakatnya tdk merasa nyaman untk tinggal di negaranya sendiri.

Berangkat dari keadaan tersebut maka muncullah para perekrut yg bertujuan menyelundupkan orang-orang

tersebut keluar dari negaranya dan masuk ke negara yg lebih baik dengan cara yg ilegal. Dengan keadaan yg

memprihatinkan tersebut kejahatan yg muncul bukan saja hanya mengenai penyelundupan manusia saja,

namun akan banyak kejahatan lain yg akan terjadi ketika orang asing yg tdk jelas keberadaanya di Indonesia

tdk terdeteksi. Pada th 2000 Indonesia telah secara bersama-sama ikut menandatangani Konvensi Palermo

dan protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara dan pd th. 2009 telah

meratifikasinya dlm bentuk undang-undang no. 15th. 2009 tentang pengesahan protokol tersebut.

Di th. yg sama IOM dan Universitas Indonesia telah juga membuat sebuah buku petunjuk bagi petugas

kepolisian dan imigrasi dalam rangka menangani kejahatan penyelundupan manusia dengan menggunakan

peraturan perundang-undangan yg terkait dengan kejahatan penyelundupan manusia, dengan harapan

kejahatan ini dapat diproses secara pidana dan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Namun hal

tersebut masih di nilai belum cukup karena, kesamaan pandangan antara sesama penegak hukum dlm sistem

peradilan pidana, tdk dpt sisatukan begitu saja apabila tdk ada aturan yg pasti dlm sebauah peraturan

perundang-undangan yg mengatur masalah tersebut. dengan demikian maka peneliti melakukan studi

komprehensif  kejahatan penyelundupan manusia, dengan tujuan dpt memberikan sebuah bentuk draft

alternatif undang-undang bagi kepastian hukum di sistem peradilan pidana Indonesia dlm penanganan

kejahatan penyelundupan manusia yg ada di Indonesia.

......Indonesia is an archipelago country,wich is very lagrge in this world.This situation then opened up the

opportunities the crime,especially cross the border illegally or transnational crime. One of the crimes that

may arise is the smuggling of human beings,namely the crime set or seek to obtain, either directtly or

indirectly, financial or other mateial benefits from the illegal entry of a person to a country where the persen

is not a citizen or person who has permission permanent residence. For the last few years, with uncertain

world political situation, there are several countries that experienced conflicts that make people feel

uncomfortable to live in their own country.

Based on this circumstances, there appears the recruiters who aim to smuggle people out of the country to

enter another country to have a god life in illegal way. Whit this alarming circumstances,crimes that appear

not only just about human smuggling, but another crime will occur when another stranger who does not
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clearly presence in Indonesia is not detected. In the year of 2000 Indonesia had jointly signed the Palermo

convention and the Protocol against the smuggling of migrants by land sea and air have also been ratified in

the Legislation number 15 year 2009 concerning the ratification of the protocol.

In the same year, the IOM and Indonesian University has also created a guide for police and immigration

officers in order to deal with crimes of human smuggling by using laws and regulations related to the crimes

of human  smuggling, in the hope that this crime can be processed in the court and the deterrent effect for

perpetrators. But it still considered not quite enough as overwhelming agreement among law enforcement

agencies that could not simply put together without any definite rules within a statutory regulations

governing the issue. Thus the researcher conducted a comprehensive study on crimes of human smuggling

with the aim to provide an alternative form of draft legislation for legal certainty in the Indonesian criminal

justice systemin handling the crime of human smuggling in Indonesia.


